Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kembangkan Sistem LAPOR Layani
Penyandang Disabilitas
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan program sistem
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) untuk menampung aspirasi
dan pengaduan masyarakat dan menjangkau kepentingan layanan penyandang
disabilitas.

Dilansir dari Antara, Pj Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA menyebut
pihaknya mengharapkan para penyandang disabilitas bisa menyampaikan aspirasi atau
laporan mereka kepada pemerintah melalui sistem LAPOR. la pun berharap sistem
LAPOR terus dikembangkan agar dapat melayani pengaduan atau laporan masyarakat
sampai pelosok pedesaan.

la juga mengapresiasi program LAPOR berbagi untuk membantu disabilitas
yang layak dan behak mendapat perlakukan yang sama seperti yang lain.

Pihaknya berharap para penyandang disabilitas tetap bias menyampaikan aspirasi atau
laporan mereka kepada pemerintah melalui program LAPOR itu.

Kadis Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar
mengungkapkan program LAPOR dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun
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2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Tahun 2020-2024.

LAPOR sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik itu didorong
untuk menjangkau para penyandang disabilitas dengan menegakkan hak mereka
terhadap pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam hal menyampaikan aspirasi
dan aduan mereka.

“Hanya dengan melalui LAPOR, tentunya dengan cara mereka masing-masing.
Ada masukan, kritikan terhadap pemerintah pelayanan publik agar lebih baik lagi,” kata
Gusti.

Sumber berita:

1. https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4555051/pemprov-kalsel-kembangkan-
sistem-lapor-layani-penyandang-disabilitas, 11 Mei 2021.

2. https://www.antaranews.com/berita/2148690/kalsel-fasilitasi-pengaduan-disabilitas-
melalui-sistem-lapor, 10 Mei 2021.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021
a. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap
tersebut memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

b. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar
harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada
APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan
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sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan
publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai.

c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk
menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan
irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset
tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan
aset tetap yang tidak memenuhi Kkriteria aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset,
dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi
dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau
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peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam
belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umumsesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang
milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan
daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka,
bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan
pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan
pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang
milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik
daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new
initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam
pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana
kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan
biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan
biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan
dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 46 tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Tahun 2020-2024.

a. Pasal 1l

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional selanjutnya
disingkat SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan
pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka
sistem informasi pelayanan publik.

2) Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Tahun 2020-2024 adalah dokumen peta jalan yang menggambarkan kondisi
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awal dan kondisi yang diharapkan serta tahapan dalam
mengimplementasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

3) Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai
dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

4) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
Pelayanan Publik.

b. Pasal 4

1) Implementasi Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Tahun 2020-2024 secara nasional dikoordinasikan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2) Implementasi Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Tahun 2020-2024 di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah dikoordinasikan olenh menteri/kepala lembaga dan kepala daerah
masing-masing.

3) Dalam impelementasi Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden,
dan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan tugas fungsi serta
ketentuan peraturan perundang-undangan
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